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Abstract

Development management at rural territory was influenced by various factors, from the supportive factors to the unsupportive or resistive factors. A region will succeed its development program if those supportive factors can be maximized, while those resistive factors such as minimum infrastructures and low quality human resources can get minimized.

This research was done at Leppangeng Village of Pitu Riase District in Sidenreng Rappang regency. The goal was to determine the above factors that influenced the development management in Leppangeng Village particularly at plantation sector.

Data collection method used were: (1) field observation, (2) interview, (3) questionnaire, and (4) literature study. Those data were then analyzed using frequency table and percentage method.

This research’s population involved thrity-five people, and all accounted as research’s samples. The result showed those factors as followed: (1) commodity or natural resources got 57,14% score as capable to support development progress, (2) farmers’ active role or working spirit got 54,26% score of increase, (3) farmers’ group organization got 62,86% score as affective in plantation sector, and (4) village organization’s role in plantation sector got 54,28% score as affective. Those factors were as mentioned: (1) minimum infrastructures such as transportation and distribution route to fulfill people’s needs got 77,14% score as very affective, and (2) low quality human resources in managing and marketing horticultural results got 80% score as also very affective.
A.
PENDAHULUAN
Pembangunan desa sebagai bagian internal dari pembangunan nasional mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang akan dicapai, desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan di daerah pedesaan telah digaungkan oleh pemerintah sejak orde lama sampai dengan orde reformasi sekarang ini, namun fakta riil di lapangan menunjukkan bahwa gaung pembangunan untuk daerah pedesaan baru sebatas wacana dan belum ada realisasi sejak Indonesia diproklamasikan 67 tahun yang lalu oleh para pendiri bangsa. Pembangunan di pedesaan menjadi hutang pemerintah yang akan senantiasa dituntut oleh masyarakat sebagai hak dasar mereka guna mendapat kehidupan yang layak sebagaimana termuat dalam pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Djayalangkara at. all., 2001).

Masyarakat Desa Leppangeng adalah potret dari bangsa Indonesia yang belum merasakan nikmatnya kemerdekaan dan nikmatnya pembangunan  jika di jaman penjajahan penduduk Desa Leppangeng mampu menjual bahan pangan keluar daerah, namun di era kemerdekaan justru berbalik mereka harus berjalan kaki 2 hari guna mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya.
Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Leppangeng dalam melaksanakan pembangunan adalah persoalan ketersediaan sarana infrastruktur jalan dan jembatan. Sarana jalan dan jembatan yang menjadi jalur penghubung dan  distribusi barang/hasil produksi di Desa Leppangeng saat ini masih berupa jalan tanah hasil rintisan alat berat. Kondisi geografis Desa Leppangeng yang berbukit dan curah hujan yang tinggi serta tanah yang labil menjadi persoalan yang sangat mendasar guna pengembangan pembangunan di berbagai bidang khususnya sektor perkebunan. 
Infrastruktur jalan dan jembatan  yang minim serta Sumber daya manusia yang rendah menjadi permasalahan urgen yang dihadapi oleh masyarakat Desa Leppangeng saat ini. Faktor inilah yang mempengaruhi kurang berjalannya pembangunan di Desa Leppangeng sebagaimana mestinya  termasuk pengembangan potensi perkebunan yang sangat potensial di wilayah ini. 
Pemerintah Desa dalam mengatasi persoalan telah melakukan beberapa upaya sebagai solusi alternatif permasahan tersebut yakni mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk gotong royong melakukan perbaikan jalan secara manual. Olehnya itu, perlu pembinaan dan harus diarahkan kepada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sehingga program pembangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai sesuai sasaran. Di Desa Leppangeng sudah mulai diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang lebih dikenal dengan musrembang tingkat desa. 
Deskripsi singkat berikut untuk memahami lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa Leppangeng  berjarak sekitar + 85 km  dari Pusat Kota, Pusat Pemerintahan dan Perekonomian, akses kesana biasanya dengan jalan kaki pada musim hujan atau ojek modifikasi jika musim kemarau yang sewanya mencapai Rp.70.000 rupiah untuk dusun Lengke yang merupakan dusun terjauh. Desa Leppangeng  merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dimana desa ini memiliki banyak hasil bumi yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat khususnya pembangunan Desa Leppangeng sekaligus menguatkan dan menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Olehnya itu, tidak sedikit masyarakat berharap agar kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap (H. Rusdi Masse dan H. Dollah Mando) memberikan perhatian bagaimana memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menghasilkan peraturan-peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang telah berpihak kepada partisipasi masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan  pada sektor perkebunan guna lebih spesifiknya materi penelitian dengan asumsi Desa Leppangeng memiliki beberapa komoditi perkebunan yang  potensial seperti kopi, cengkeh, kakao, kemiri dan enau.
Pembangunan Desa Leppangeng dapat dikategorikan sebagai desa yang tingkat pembangunannya rendah. Tetapi Desa Leppangeng bukan berarti  desa yang miskin akan sumber daya alam khususnya perkebunan. Artinya, potensi Desa Leppangeng untuk maju sangat terbuka jika perhatian dari pihak-pihak terkait dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia terutama dalam pengelolaan lahan di sektor perkebunan yakni dengan memperbaiki teknik dan cara pengolahan lahan yang ditanami komoditi cengkeh, kakao dan kopi sehingga potensi ini bisa bermanfaat secara maksimal  guna membiayai pembangunan desa leppangeng di masa-masa yang akan datang. 

Menyikapi persoalan di atas menjadi sebuah pemikiran bahwa untuk memajukan pembangunan di Desa Leppangeng di sektor perkebunan harus ada upaya dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun dan mengelola sumber daya alam yang optimal, bekerjasama dengan gabungan kelompok tani/organisasi petani, kerjasama antara lembaga-lembaga yang terkait, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Potensi sumber daya alam yang melimpah seyogyanya menjadikan masyarakat sekitar lebih sejahtera serta mampu memacu pembangunan jika pengelolaannya efesien, efektif dan optimal. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika sarana dan prasarana pendukungnya siap serta sumber daya manusia yang mengelola potensi tersebut berkualitas dan profesional.
B.
Konsep Dan Ruang Lingkup Pembangunan

W.W. Rostow, seorang ekonom Amerika Serikat, menjadi bapak teori pembangunan dan pertumbuhan. Teorinya mempengaruhi model pembangunan di hampir semua Dunia Ketiga. Pikiran Rostow pada dasarnya dikembangkan dalam konteks perang dingin serta membendung pengaruh sosialisme. Itulah makanya pikiran Rostow pertama dituangkan dalam makalah dengan secara jelas yang berjudul The Stages Of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Rostow membentangkan pandangannya untuk membendung semangat sosialisme. 

Teori Rostow tentang pertumbuhan pada dasarnya merupakan sebuah versi dari teori modernisasi dan pembangunan, yakni suatu teori yang menyakini bahwa faktor manusia (bukan struktur dan sistem) menjadi fokus utama perhatian mereka. Teori pertumbuhan adalah suatu bentuk teori modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan, yakni tumbuh sebagai organisme. Rostow melihat perubahan sosial, yang disebutnya sebagai pembangunan, sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pikiran teori pertumbuhan ini dijelaskan secara rinci oleh Rostow (1960) yang sangat terkenal yakni five-stage schame. Asumsinya adalah bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami “tradisional” dan akhirnya menjadi “modern”. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. Seperti pandangan Rostow dan pengikutnya, development akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar negeri. Dia memfokuskan pada perlunya elite wiraswasta yang menjadi motor proses itu. 

Pandangan Rostow tentang teori perubahan sosial tersebut diuraikan dalam bukunya yang berjudul The Stages Of Economic Growth. Dalam buku tersebut Rostow menjelaskan bagaimana perubahan sosial dalam lima tahap pembangunan ekonomi terjadi. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikiuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan. Yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi (high mass consumption). Bagaimana masyarakat modern yang dicita-citakan dapat dicapai, Rostow mengajukan persyaratan utamanya yakni tesedianya modal. Dan beberapa syarat yang diajukan untuk mendapatkan modal, modal harus diusahakan melalui penggalian investasi dengan cara pemindahan sumber dana atau kebijakan pajak. Selain itu modal juga dapat didapat melalui lembaga-lembaga keuangan atau obligasi pemerintah untuk tujuan produktif. Selebihnya modal juga dapat dihimpun melalui devisa dari perdagangan internasional. Di antara tahapan yang penting adalah tahapan tinggal landas, baginya tahapan ini merupakan tahapan krusial dan oleh karena itu harus diusahakan kemampuan melakukan investasi sampai 10% dari pendapatan nasional untuk bidang yang menguntungkan seperti industri (Fakih, Mansour. 2009:55). 

Sepintas, bila kita membahas tentang pembangunan di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Menurut Arief Budiman, jika kita renungkan, pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangunan. Namun selain itu, ternyata istilah pembangunan juga seringkali dijadikan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Seperti pada tahun 1990, pementasan-pementasan teater koma dan pembacaan sajak oleh W.S. Rendra yang mempersoalkan nasib orang kecil yang tersingkir, dilarang. Para pemimpin redaksi surat kabar mendapat “imbauan” dari penguasa untuk tidak lagi memuat tulisan dari para pemikir yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Atau dengan kata lain, pembangunan menjadi sebuah paham mutlak yang kita kenal dengan Developmentalisme. Namun saya katakan barangkali itu dulu, kini dalam era keterbukaan seiring terjadinya reformasi (era tambal sulam) kita berhak memiliki pandangan serta kritik terhadap pembangunan. Tentunya kritik menjadi sebuah masukan dan media bagi pencapaian pembangunan yang lebih baik pada dekade selanjutnya.
Dalam bukunya ‘Teori Pembangunan Dunia Ketiga’, Arief Budiman mengemukakan ada empat hal tolak ukur atau indikator yang bisa dijadikan landasan berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara, termasuk Indonesia.

Pertama, kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya adalah US$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US$ 1.600 pertahun (tahun 2006) dengan urutan di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Kedua, pemerataan. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, Forbes mempublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US$ 38,02 milyar atau sekitar 372,4 Trilyun rupiah! Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini! Sementara mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan.

Ketiga, kualitas hidup. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator yaitu: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata prosentase buta dan melek huruf.

Keempat, kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak mempedulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.

Dari empat indikator tersebut, kita bisa menilai secara objektif bahwa negara kita memang terus berkembang, tapi tak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan yang terjadi saat ini belum bisa dikatakan berhasil. Dengan melihat berbagai problematika yang kini terjadi, diperlukan kesungguhan luar biasa dari penguasa negeri ini jika benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, termasuk dengan mengeliminir semua kepentingan pribadi dan golongan yang kini ternyata lebih menghegemoni di negara ini. Selain itu juga harus ada perombakan sistem secara total untuk membangun Indonesia ke arah lebih baik. (http://semkaroba.blogspot.com/2011/10/teori-pembangunan-dunia-ketiga_28.html)

Selanjutnya, Bryant dan White (Akhyadi, 2008:9) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, mencakup pengertian menjadi (Being) dan mengerjakan (Doing). Jadi perubahan bukanlah fisik semata, tetapi dengan pembangunan, rakyat akan memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memillih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan tersebut. Perubahan yang terencana harus memperhatikan potensi individu, di samping memperhatikan otonomi mereka secara pribadi. Dengan demikian, fokusnya lebih pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek atau program untuk mewujudkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pembangunan dalam  konteks ini adalah: Upaya perubahan yang nyata, bermakna dan berkualitas bagi kemajuan masyarakat, yang tidak saja menghasilkan perubahan fisik atau material, tetapi lebih penting dari itu adalah perubahan pada kemajuan kualitas individu manusia yang lebih besar, sehingga manusia mampu mengendalikan setiap perubahan ke arah yang lebih baik. 

Pembangunan memiliki cakupan yang luas dalam pemahaman bangsa Indonesia telah di tuang dalam Pembukaan UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pembangunan mencakup aspek  (Negara dalam artian kesatuan wilayah dan bangsa dalam artian masyarakatnya) jasmani dan rohani  sebagaimana di maksud dengan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. ( Djayalangkara at. all., 2001 )

Pembangunan Nasional bangsa Indonesia mencakup aspek –aspek sebagai berikut: 

1. Aspek alamiah meliputi

· Posisi dan geografi Negara

· Keadaan kekayaan alam

· Keadaan dan kemampuan penduduk

2. Aspek sosial kemasyarakatan meliputi

· Ideology

· Politik

· Ekonomi

· Sosial budaya

· Pertahanan dan keamanan
· Pendidikan 
( Djayalangkara at. all., 2001 )
Bangsa Indonesia setelah di jajah selama 3,5 abad lamanya memiliki tantangan yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dalam waktu yang singkat dengan cakupan sebagaimana uraian diatas. Tantangan pemerintah dalam pengembangan pembangunan saat ini adalah banyaknya tindak penyalahgunaan anggaran ( KKN ) sehingga target pemerintah tidak tercapai sebagaimana mestinya. Menyikapi persoalan tersebut tentunya kita akan berasumsi hal ini  bentuk dari kegagalan pemerintah guna membangun mental, rohani dan jiwa nasionalisme pada  generasi muda sebagai pelanjut estapet pembangunan bangsa.

C.
Pembangunan yang berorientasi pada            wilayah pedesaan
Di negara manapun di dunia pada prinsipnya dasar pembangunan itu adalah sama, tetapi kadar dan prestasi pembangunan itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan yang telah dimiliki atau dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kemajuan suatu negara akan terlihat dengan kemajuan ekonomi negara tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri betapa bidang ekonomi merupakan bidang yang paling dominan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Meskipun bukan satu-satunya bidang pembangunan yang ada.

Menurut C.T.S. Kansil (Kartini, 2004:10), mengemukankan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah masyarakat, pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang ingin dicapai.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun usaha-usaha pembangunan desa nampak makin jelas setiap pembangunan, pemerintah dalam rangka pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa adalah tindak lanjut dari perencanaan yang telah dimusyawarahkan dalam rapat desa, peran serta dan keterlibatan masyarakat merupkan faktor pendukung dalam pembangunan desa.
Menurut Bintora (Kartini, 2004:11), mengemukakan bahwa keterlibatan dalam memikul beban tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas berjalannya pembangunan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan pembangunan desa adalah keterlibatan masyarakat dapat berupa sumbangan tenaga, barang, dan uang misalnya kesediaan gotong royong dalam proyek pembangunan desa, kesediaan membayar iuran sebagai dana swadaya, maupun kesediaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, justru itu pembangunan desa harus dibina terus menerus secara terarah dan berencana dan pelaksanaan pembangunan desa harus ditangani secara intensif, sehingga membawa dampak positif dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar Hukum Pembangunan Desa

1. Pancasila

Pancasila sebagai falsapah negara Republik Indonesia, menjadi landasan ideal setiap usaha pembangunan  yang dilaksanakan. Jadi penbangunan desa merupakan bagian dari pada pembangunan nasional landasan idealnya adalah pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan pokok pikiran yang berdasarkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka Undang –Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional dari pada pembangunan desa karena setiap kebijaksanaan atau setiap kegiatan dari pemerintahdan rakyat harus senantiasa berdasar atas kedua hukum tersebut di atas.

3. Tap MPR No. II /MPR/1991 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 

Dalam rangka semakin meratakan pembangunan keseluruh negara Indonesia, maka dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pedesaan yang lebih diarahkan  pada perluasan kesempatan kerja pemukiman desa dan perkotaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memafaatkan sumber-sumber daya alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.

Orientasi pembangunan nasional sudah waktunya mengedepankan pembangunan di wilayah pedesaan guna  pemerataan pembangunan sebagaimana telah diamanat oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang tidak merata dan terkesan diskriminatif akan menimbul bahaya disintegrasi bangsa sebagaimana kasus pemberontakan GAM di Aceh dan Gerakan Papua Merdeka. 

Pemerintah patut diapresiasi dengan melahirkan undang-undang otonomi daerah sebagai upaya percepatan pembangunan di daerah, hal ini merupakan solusi guna mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama orde lama dan orde baru terfokus di pulau jawa atau di Jakarta, setelah orde reformasi pemerintah melakukan pembenahan dengan melakukan pembangunan yang berorientasi kewilayah pedesaan sebagai bentuk pemerintahan desentralisasi.

   Pengembangan wilayah pedesaan akan memungkin masyarakat desa mengembangkan usaha-usaha yang potensian di wilayah mereka. Ketesedian sarana dan prasarana terutama infrastruktur jalan akan mendukung pengelolaan sumber daya alam terutama sebagai jalur distribusi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembangunan.

    Dalam menyusun perencanaan pembangunan pedesaan pemerintah mesti bercermin pada keadaan masa lalu, keadaan saat ini, dan perkiraan ke masa yang akan datang. Olehnya itu perencanaan pembangunan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Aktivitas yang dipikirkan;
2. Berorietasi kemasa depan;
3. Mempunyai tujuan;
4. Merupakan pilihan alternatif.
D.
Pentingnya Infrastruktur dalam  Pembangunan Sektor Pedesaan
World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminology yang memayungi banyak aktivitas terkait "social overhead capital". Lebih jauh "social overhead capital" ini dipandang sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam kontekstual pernyataan diatas dapat terlihat bagaimana infrastruktur memiliki peranan yang luas serta dianggap sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi.
Perannya dalam mengembangkan sebuah wilayah tentu tak bisa diragukan lagi, sehingga beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan output ekonomi. Bahkan sebuah pernyataan yang dilansir oleh World Bank (1994) berani menyatakan bahwa secara rata-rata peningkatan stok infrastruktur sebesar 1% akan berasosiasi dengan peningkatan PDB sebesar 1% pula.

Di Indonesia, krisis ekonomi tahun 1997-1998 membuat pembangunan infrastruktur baik di pusat ataupun daerah menjadi terhambat karena minimnya anggaran belanja negara yang dialokasikan pada pembangunan sektor ini.

Keadaan saat ini setelah 13 tahun lewat masa krisis, pembangunan infrastruktur di Indonesia rasanya belum menjadi prioritas pembangunan utama bagi pemerintah. Hal ini tentunya disebabkan besarnya dana investasi pembangunan yang harus disediakan untuk pembangunan infrastruktur serta agak lamanya waktu yang dibutuhkan untuk bisa infrastruktur itu siap digunakan. (Nurmasyah Johan, 2011)

E.
Pembangunan Masyarakat Desa

     Setelah memahami pengertian tentang pembangunan secara umum tentu lebih mudah bagi kita untuk merumuskan apa yang disebut pembangunan masyarakat desa. Dalam bahasa inggris pembangunan pembangunan sering disebut dengan community development, berikut ini dapat dilihat pendapat para ahli tentang pembangunan masyarakat desa.

Sumbar Saparin, dalam bukunya yang berjudul Tata Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan Desa, mengatakan bahwa : 

“Pembangunan masyarakat desa adalah merupakan pengkhususan dari pengertian community development yang berarti pembangunan masyarakat sebagai keseluruhan yang tujuannya untuk menaikakan penghasilan serta taraf hidup warga masyarakat yang bersangkutan”

Demikan para ahli memberikan pengertian tentang pembangunan masyarakat desa, dari pengertian tersebut terdapat perbedaan dari tekanan. Namun masih dapat dilihat adanya hal-hal yang bersifat pokok antara lain : 

1. Pembangunan masyarakat desa merupakan proses yang sengaja dilakukan;
2. Pembangunan masyarakat desa merupakan aktivitas kebersamaan dari warga masyarakat;
3. Pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan taraf masyarakat yang bersangkutan.
Pembangunan masyarakat desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh banyak negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Disamping itu tidak sedikit cara-cara negara-negara berkembang yang mengarahkan kemampuan yang dimilikinya membangun masyarakat di pedesaan, tanpa suatu bantuan dari pihak luar. Pada dasarnya baik dengan atau tanpa bantuan pembangunan masyarakat desa telah merupakan kewajiban dan tanggung jawab politik negara-negara berkembang, dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negaranya.

Di wilayah Negara Republik Indonesia pada umumnya masih banyak tanggung jawab di bidang pembangunan negara yang masih perlu penyesuaian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu contohnya dalam betuk mengentaskan kemiskinan masyarakat yang masih merupakan tantangan berat bagi pemerintah dan masyarakat dalam waktu-waktu mendatang.

Terkadang pada beberapa negara berkembang pembangunan masyarakat desa telah pula menjadi suatu ukuran keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara yang bersangkutan. Dengan demikian pembangunan masyarakat desa, tidak terkecuali pada mulanya dalam arti berusaha mencapai kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Di wilayah Desa Lepangeng pembangunan masyarakat desa pada langkah-langkah pertamanya adalah pembangunan jiwa dan raga masyarakat agar masyarakat mudah mengembangkan diri untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonominya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Program-program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan adalah syarat mutlak untuk warga masyarakat dapat cepat tumbuh terbangun dan berkembang. yang penting dalam proses pembangunan masyarakat desa adalah keberhasilan yang dapat memberikan perbedaan keadaan yang dimiliki lebih baik, lebih sempurna, lebih sehat, lebih manusiawi, dan sebagainya.

F.
Pembangunan sebagai  upaya peningkatan kesejahtEraan masyarakat
Pelaksanaan pembangunan desa pada prinsipnya didasarkan pada swadaya dan partisipasi masyarakat pada hakekatnya bersumber dari inisiatif, kemauan dan aktifitas masyarakat itu sendiri. Untuk keberhasilan pembangunan desa yang merupakan cita-cita masyarakar desa pada khususnya dan rakyat, maka peranan dan kedudukan desa serta masyarakat dapat menentukan  karena: 

a.  Desa Sebagai Subjek

Konsep pembangunan desa mengemukakan bahwa pemerintah hanyalah unsur pembantu yang memberi bimbingan dan penyuluhan, dimana pembangunan itu atas swadaya masyarakat desa itu sendiri, dengan kata lain desa yang harus mengambil inisiatif dan berperan secara aktif dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Desa harus mencanangkan proyek, harus mengambil sumber-sumber pendapat dari potensi yang di milikinya sendiri dan harus senantiasa  melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

b. Desa Sebagai Sumber Kekayaan Negara

Desa sebagai sumber kekayaan negara karena tenaga kerja, produksi dan kekayaan alam lainnya di desa, sehingga desa merupakan sumber potensial yang sangat penting dan menentukan dalam setiap pembangunan, karena pendapatan negara sebagian besar berasal dari desa dan merupakan sumber kehidupan gotong royong. 

c. Daerah Pedesaan Dalam Rangka Pembangunan Desa

Pembangunan suatu daerah berjalan karena pada perkembangan daerah pertokoan  dan daerah pedesaan. Kedua daerah tersebut memiliki sifat saling bergantungan satu sama lain, daerah pedesaan merupakan sumber produksi  bahan pangan, bahan baku dan sumber tenaga kerja bagi daerah perkotaan. Sedangkan daerah perkotaan memberi fasilitas-fasilitas bagi daerah pedesaan, seperti pasilitas penampungan dan distribusi bagi barang-barang untuk daerah pedesaan.

d. Desa Dalam Tata Pemerintahan 

Sebagai unit pemerintahan yang ada di daerah merupakan kesatuan dasar pemerintahan  negara, diatur dan ditetapkan sebagai pengatur tertiB pemerintah setempat dengan susunan organisasinya, pemerintahannya, hak dan kewajiban serta memperhatikan unsur-unsur dan adat kebiasaan setempat dalam rangka keseluruhan tertib pemerintahan dalam negara Republik Indonesia.
Walaupun bagaimana abstraknya suatu pembangunan tetapi harus diakui bahwa pembangunan mengandung arah, nilai-nilai dan moral pembangunan itu sendiri. Setiap pembangunan mengandung etika-etika tertentu yang merupakan batasan dan norma-norma bagi manusia sebagai pelaksana dan yang berkepentingan terhadap pembanguna itu sendiri. 

Arti yang terpenting dari tujuan pembangunan bukan sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dan kemiskinan-kemiskinan yang mereka hadapi, terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya.  Tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri masyarakat yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diatasi oleh mereka sendiri.

G.
METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2008:90) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi sasaran populasi dari penelitian ini adalah Aparat Desa, Pengurus BPD, LKMD, Kepala Dusun, Pengurus Gapoktan, dan Ketua Kelompok Tani yang dianggap berkompeten dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 35 orang. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari populasi. Karena populasi tersebut hanya sedikit, maka peneliti mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang berjumlah 35 orang . 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview), kuisioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis persentase dari distribusi data. Dan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif dari hasil persentase masing-masing jawaban untuk setiap item pertanyaan yang diperoleh digunakan skala likert sebagai alat ukur.

H.
Faktor Yang Mendukung Pelaksanaan Pembangunan                      di Desa Leppangeng
Pembangunan wilayah pedesaan sekarang ini sedang digalakkkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di daerah terpencil termasuk pembangunan disektor perkebunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah senantiasa mengacu pada skala prioritas dengan tingkat kebutuhan masyarakat atau potensi pengembangan investasi di wilayah tersebut.

Sumber daya alam dalam suatu daerah merupakan salah satu unsur potensial guna menarik investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Desa Leppangeng sebagai salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sampai saat ini belum menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya. Persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Desa  Leppangeng adalah belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam khususnya potensi disektor perkebunan sampai saat ini. Sektor perkebunan menjadi fokus penelitian penulis dengan asumsi sektor ini telah mulai mendapat respon dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan sejak tahun 2008 sejalan dengan keberhasilan GAPOKTAN BINA TANI Desa Leppangeng menjadi Pengelola Dana PUAD (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) menjadi GAPOKTAN terbaik se-Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan dana dan pengembangan usaha perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan juga telah memfasilitasi GAPOKTAN dan POKTAN di Desa Leppangeng pada tahun 2011 mendirikan pabrik kopi bubuk dan produksinya telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan pada awal tahun 2012. Fakta tersebut mendasari pemikiran penulis mengedepankan sektor perkebunan sebagai salah satu faktor yang potensial dalam pembangunan di Desa Leppangeng kedepannya. Sumber daya alam khususnya komoditas perkebunan yang potensial di Desa Leppangeng antara lain sebagai berikut:
a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis komoditi yang  potensial dan telah dikembangkan secara berkesinambungan oleh masyarakat Desa Leppangeng serta telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Komoditas perkebunan yang cukup potensial di Desa Leppangeng sebagai berikut:

1) Perkebunan Kopi

Kopi merupakan salah satu primadona petani di Desa Leppangeng, berdasarkan data yang di peroleh di lapangan potensi perkebunan kopi di Desa Leppangeng pada tahun 2012 seluas 150 Ha, yang tersebar di tiga dusun yaitu Dusun IV galung seluas 75 Ha, Dusun III Walawala 30 Ha, dan Dusun V Lengke 45 Ha. 

Potensi perkebunan kopi di Desa Leppangeng sejak tahun 2010 mendapat perhatian yang seriuas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan membangun pabrik pengolahan kopi bubuk melalui kerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bina Tani yang telah mulai beroperasi tahun 2011 dengan label Kopi Bubuk Sando Batu. Pemerintah dalam membantu kelompok tani menyalurkan dana sebesar Rp.250,000,000 juta guna pembelian mesin penggiling kopi dan modal usaha.

Sebagai tindaklanjut dari pengembangan usaha kopi bubuk yang telah dikelola oleh kelompok tani di Desa Leppangeng, maka pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan untuk menambah luas lahan perkebunan kopi pada tahun 2013 seluas 50 Ha di dua dusun yaitu dusun III Walawala 20 Ha dan dusun IV Galung seluas 30 Ha.

2) Perkebunan Cengkeh

Cengkeh merupakan komoditas yang menjadi yang sangat potensial di Desa Leppangeng, perkebunan cengkeh mulai di kembangkan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Leppangeng pada tahun 2004-2005, berdasarkan  data dari Gapoktan Bina Tani luas lahan perkebunan cengkeh pada tahun 2012 di Desa Leppangeng yaitu 750 Ha yang tersebar di lima dusun sebagai berikut:

· Dusun I Bolapetti


=   50 Ha

· Dusun II Pasangridi

= 150 Ha

· Dusun III
Walawala

= 225 Ha

· Dusun IV Galung


=   30 Ha

· Dusun V Lengke


= 295 Ha
Total 



= 750 Ha

     Sumber: Gapoktan Bina Tani Desa Leppangeng

Potensi ini juga telah mendapat respon positif dari pihak yang terkait dengan memberikan  dukungan guna pembangunan penyulingan minyak daun cengkeh. Proposal permohonan pembangunan penyulingan minyak daun cengkah di Desa Leppangeng telah didisposisikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Ke Jakarta rencananya 2013 akan direalisasikan.

Bentuk lain dari perhatian pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan terhadap potensi perkebunan cengkeh di Desa Leppangeng yaitu dengan program penambahan luas lahan pada tahun 2013 seluas 100 Ha yaitu  di Dusun I Bola Petti 20 Ha, Dusun II Pasangridi 15 Ha, Dusun III Walawala 45 Ha, dan Dusun IV 20 Ha.
(Wawancara, Ketua Gapoktan  Bina Tani, 12 Juli 2012 )

3) Perkebunan Kakao

Potensi perkebunan kakao di Desa Leppangeng juga cukup potensial jika dikelola secara professional mengingat pertumbuhan kakao yang cukup subur di wilayah yang mencapai 900 M DPL. Potensi kebun kakao setelah mulai ditinggalkan oleh petani sejak banyaknya  penyakit yang menyerang buah kakao, potensi ini mulai dilirik kembali setelah pemerintah menggalakkan gerakan nasional mutu kakao (Gernas) tahun 2010 di Desa Leppangeng. Berdasarkan pendataan gernas tahun 2010 luas lahan kebun kakao yang berada di Desa Leppangeng seluas 75 Ha. Rencananya akan di tambahkan untuk tahun 2013 seluas 45 Ha.

Potensi perkebunan di atas dapat memberikan gambaran yang cukup guna menganalisa potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber pendapatan guna melakukan pembangunan di Desa Leppangeng secara ekonomi ataupun secara fisik.

b. Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat Desa Leppangeng dalam pengelolaan sumber daya alam khusus bidang perkebunan patut diapresiasi walaupun hasil yang mereka peroleh dari hasil pengelolaan lahan perkebunan mereka belum memberikan hasil yang maksimal, namun demikian semangat kerja yang ditunjukkan oleh masyarakat setiap harinya memberikan sebuah harapan yang tinggi jika suatu waktu perkebunan di Desa Leppangeng akan menjadi sebuah potensi yang sangat besar dan akan menjadi sektor utama penghasilan guna pembangunan desa Leppangeng menjadi desa agrobisnis di masa lima sampai sepuluh tahun kedepan.

Semangat kerja yang tumbuh di kalangan masyarakat Desa Leppangeng merupakan wujud kesadaran guna perbaikan nasib yang selama ini seakan dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat menengah keatas. Tumbuhnya kesadaran ini memberikan indikasi positif guna membangun aspek perekonomian masyarakat Desa Leppangeng yang selama ini masih tergantung pada hasil hutan seperti rotan dan gula merah beralih ke hasil perkebunan seperti, kopi, cengkeh, kakao, dan lain sebagainya. 

Tingkat partisifasi masyarakat Desa Leppangeng dalam pengelolaan lahan perkebunan bisa di cermati dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa setiap individu dalam sebuah kepala keluarga mempunyai kebun sendiri khususnya kebun cengkeh, jika dalam satu kepala keluarga beranggotakan atau berjumlah lima orang maka kesemuanya memiliki kebun masing-masing mulai dari umur SMP dan seterusnya.

c. Gapoktan/Pengorganisasian petani
Potensi perkebunan yang melimpah bukan sebuah jaminan suatu wilayah akan menjadi makmur baik secara pemerintahan maupun masyarakatnya, pengelolaan sumber daya yang tidak maksimal hanya akan menimbulkan ketimpangan sosial dan masalah sosial yang berkepanjangan. 

Asumsi ini didasarkan dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan selama beberapa tahun yang lalu terhadap pengelolaan hasil hutan (Rotan) yang melimpah di Desa Leppangeng, namun tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat maupun terhadap pembangunan Desa Leppangeng itu sendiri akibat pengelolaan yang tidak professional.

Wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan yang terstruktur dan terorganisir, kemudian melahirkan kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Bina Tani. Gapoktan ini membawahi 12 kelompok tani Se-Desa Leppangeng yang telah mendapat SK dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengorganisasian ini adalah permohonan bantuan baik berupa bibit ataupun pelatihan lebih mudah diajukan kepihak-pihak yang berkompeten. Distribusi hasil perkebunan juga lebih muda dengan adanya dana yang dikelola oleh Kelompok tani teerutama kopi yang telah mempunyai pabrik pengolahan bahan baku kopi menjadi kopi bubuk kemasan  di Desa Lepppangeng tepatnya di Dusun IV Galung.

d. Peran aktif organisasi Masyarakat dan lembaga Desa.
Kelembagaan yang khusus pengembangan perkebunan di Desa Leppangeng secara spesifik belum terbentuk, lembaga ketahanan masyarakat desa ( LKMD) masih sebatas mengurus pendapatan desa dari restribusi barang dan jasa yang keluar masuk di wilayah desa Leppangeng.

Lembaga/Organisasi yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan perkebunan samapi sekarang masih tertumpu pada Gapoktan sebagai wadah guna menampung dan menyalurkan aspirasi para petani/masyarakat yang memiliki kendala atau kebutuhan dalam upaya pengembangan perkebunan mereka. Keberadaan Gapoktan di tengah-tengah masyarakat Desa Leppangeng sangat memberikan dampak yang positif terutama dalam hal pemberian bantuan dana bergilir yang bersumber dari PUAD yaitu dana yang ditujukan guna memajukan usaha agrobisnis berbasis pedesaan.


Uraian diatas sedikitnya telah memberikan gambaran tentang potensi perkebunan di Desa Leppangeng. Sumber daya alam di bidang perkebunan yang cukup melimpah selama ini kurang terpublikasikan dan hanya  menjadi potensi yang terpendam dan berimbas pada minimnya manfaat dalam pembangunan Desa Leppangeng kearah yang lebih baik.

I.
Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan              di Desa Leppangeng
Adapun yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Leppangeng adalah sebagai berikut :
a. Sarana Infrastruktur Jalan

Pembangunan di negara manapun dan di wilayah manapun memerlukan sarana dan prasana yang mendukung proses pembangunan tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan di berbagai aspek secara otomatis akan tersendat bahkan berhenti jika sarana dan prasarana pendukungnya tidak tersedia. Faktor utama yang dapat menunjang berjalan atau tidaknya pembangunan adalah ketersediaan sarana prasarana terutama infrastruktur jalan guna menjamin kelancaran keluar masuknya barang atau jasa ke suatu wilayah yang sedang giat melakukan pembangunan.

Kondisi infrastruktur jalan menjadi sarana yang urgen dalam setiap upaya pembangunan di semua aspek kehidupan bermasyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan , kesehatan, dan parawisata. Urgensi ketersediaan sarana jalan merupakan unsur vital dan tidak dapat di tawar dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan.

Infrastruktur merupakan salah satu bidang profesi yang akhir–akhir ini mendapat sorotan luas masyarakat, media massa dan lembaga keuangan internasional. Penyelenggaraan Infrastruktur Summit awal tahun 2005, yang dihadiri wakil dari berbagai negara telah memperkenalkan berbagai reformasi kebijakan sebagai komitmen Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta nasional dan internasional. Infrastruktur Pekerjaan Umum, mempunyai peran vital dalam mendukung ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir; merupakan modal sosial masyarakat; memfasilitasi lebih terbukanya cakrawala masyarakat; dan mempertemukan budaya antar masyarakat; mengikat dan menghubungkan antar daerah; dan melalui dukungan Ketahanan Pangan memberikan rasa aman tercukupi kebutuhan dasarnya. 

Asumsi yang telah diuraikan diatas berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan yang ada di Desa Leppangeng. Jalur jalan sebagai jalur distribusi barang dan jalur penghubung antara dusun yang satu dengan dusun yang lain serta desa sekitar. Peran vital infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah  Desa Leppangeng yang sejak Kemerdekaan RI 67 Tahun lalu belum merasakan nikmatnya berkendaraan bermotor yang layak.

Sebagai gambaran umum kondisi insfrastruktur jalan yang menjadi jalur distribusi /umum di Desa Leppangeng sejak menjadi Desa defenitif pada tahun 2000 sampai saat ini belum ada sama sekali yang tersentuh pengerasan ataupun timbunan. Pengerjaan jalan yang dilakukan dengan biaya PNPM.MD dan ADD baru sebatas rintisan dan pelebaran dengan dana yang sangat terbatas. 

Faktor lain yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan Di Desa Leppangeng yaitu kondisi geografis yang curah hujannya tinggi dan kondisi tanah yang labil sehingga menyebabkan jalan yang telah dirintis mudah longsor dan berlubang. Selain jalan, jembatan juga merupakan kendala utama guna percepatan pembangunan di Desa Leppageng. Beberapa sungai yang sulit di seberangi tetutama jika musim hujan sampai saat ini belum ada jembatannya seperti sungai Makorin, Salu Nase, Salu Pamotok, Salu Alokka, Salu Maridi, dan Salu Lumpingan, sedang jembatan gantung yang dibangun di Salu Karondang pada tahun 2005 saat ini telah rusak bahkan telah 2 kali di perbaiki secara swadaya oleh masyarakat, namun tidak mendapat perhatian pemerintah.

Kondisi yang telah diuraikan diatas memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana kondisi infrastruktur jalan sangat mempengaruhi pembangunan di Desa Leppangeng khususnya pembangunan sektor perkebunan yang sangat potensial namun terkendala oleh sarana infrastruktur jalan yang sulit.

b. Rendahnya kualitas  Sumber Daya Manusia 
Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Semangat membangun selalu mengacu kepada amanat yang tercantum dalam UUD 1945, Pancasila dan GBHN. Pembangunan Pertanian, khususnya di subsektor tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan bertitik fokus pada pembangunan bidang ekonomi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia. Ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan atmosfir yang kondusif bagi usaha pemantapan swasembada pangan, pengembangan agribisnis, pengembangan hortikultura, dan agroindustri dengan teknologi ramah lingkungan dan terjangkau oleh petani.

Pembinaan sumberdaya manusia pertanian/perkebunan diarahkan tidak saja pada kemampuannya dalam berusaha tani, tetapi juga pada kemampuannya dalam bisnis hasil pertanian dan manajemen pertanian. Pengembangan sumberdaya manusia hanya dapat dicapai melalui peningkatan daya nalar dan produktifitas kerjanya. Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian ini fokus utama guna merealisasikan target pengembangan sumber manusia yang professional.

Kemajuan pembangunan di sektor perkebunan menjadi bagian yang sangat menentukan tingkat pembangunan di wilayah pedesaan yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani/pekebun. Rendahnya sumber daya manusia membawah dampak pada keseluruhan aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri. .

Pengelolaan potensi perkebunan yang kurang ditunjang oleh pengetahuan dan kemampuan yang profesional berimplikasi pada kurang maksimalnya pengelolaan potensi yang ada. kondisi rill seperti inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Leppangeng sebagaimana diuraikan sebelumnya tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah. Kondisi ini lebih diperparah dengan kurangnya minat generasi muda di sana untuk melanjutkan pendidikan yang berhubungan dengan perkebunan atau pertanian.

Mutu sumberdaya manusia yang rendah membawah dampak pengelolaan potensi sumber daya alam yang tersedia, hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

1) Pengelolaan sumber daya alam/ perkebunan tidak maksimal

2) Pengelolaan lahan masih mengikuti cara-cara tradisional

3) Mutu hasil perkebunan kurang bersaing dipasar 

4) Sistem pemeliharaan/ pemangkasan tanaman yang tidak tepat, berakibat pada kurangnya hasil.

5) Pemupukan yang tidak tepat/ salah dosis , aplikasi dan lain sebagainya.

(Arsip “GAPOKTAN BINA TANI” Liputan: sekolah lapang penyuluhan  Tanaman Pangan, Peternakan, Dan Perkebunan Narasumber; Openg, S.P, Syamsuddin, S.P dan Kepala BPPT Pitu Riase, 18 Juni 2012)
J.
Kesimpulan
Berdasarkan analisa pada uraian hasil wawancara dan hasih persentase data-data kuisioner maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa Leppangeng di sektor Perkebunan di pengaruhi beberapa faktor yaitu:

a. Faktor pendukung pembangunan di sektor perkebunan 

1) Potensi sumber daya alam yaitu potensi perkebunan kopi, cengkeh , kakao, dan kemiri.

2) Tingkat partisifasi masyarakat dalam memajukan sektor perkebunan 

3) Organisasi kelompok tani yang mendukung dalam bentuk penyuluhan, bantuan dana, alat  produksi dan  peluang pasar.

4) Peran aktif Lembaga Desa dalam peningkatan kualitas pengelolaan lahan dan hasil perkebunan.

b. Faktor-faktor  penghambat pembangunan sektor perkebunan

1) Minimnya sarana infrastruktur khususnya jalan dan jembatan sebagai sarana jalur distribusi.

2) Rendah kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan potensi perkebunan.

2. Tanggapan masyarakat Desa Leppangeng tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Leppangeng

1) Tanggapan responden tentang pemanfaatan sumber daya alam di sektor perkebunan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan di Desa leppangeng 57,14% responden menyatakan cukup bermanfaat

2) Pengembangan pembangunan di sektor perkebunan di desa leppangeng 54,26% responden menyatakan mengalami peningkatan.

3) Gapoktan sebagai sebagai wadah organisasi masyarakat yang bergerak di sektor perkebunan 62,86% responden menyatakan sangat berpengaruh.

4) Peran lembaga desa dalam peningkatan hasil dan kualitas  perkebunan di desa Leppangeng 54,28% responden menyatakan cukup berpengaruh 

5) Pengaruh minimnya sarana infrastruktur jalan dalam peningkatan pembangunan sektor perkebunan khususnya distribusi hasil perkebunan 77,14% responden menyatakan pengaruh minimnya infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada pembangunan sektor perkebunan 

6) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh dalam mengembangkan pengelolaan potensi perkebunan di desa leppangeng, 80% responden menyatakan sangat 
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